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PUTUSAN
Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Cbd

- "

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Xxxx , tempat / tanggal lahir, Sukabumi 27 Agustus 1988 (umur 30
Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan
Wiraswasta, alamat Xxxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya

disebut Sebagai Pemohon;
Melawan

Xxxx , tempat / tanggal lahir, Bekasi 15 Mei 1989 (umur 29 Tahun),
agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, alamat Xxxx Kabupaten Sukabumi,

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Sudah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti tertulis, dan memeriksa
saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana
tertera pada surat permohonan tertanggal 08 Januari 2019, yang telah terdaftar
di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara
62/Pdt.G/2019/PA.Chd yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 17 Nopember 2010 Pemohon dengan
Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangtengah
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Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 697/33/X1/2010
Tertanggal 18 Nopember 2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di Xxxx Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan

yang bernama;
- Pidan Anugrah Pratama, Sukabumi 09-10-2011;

4, Bahwa pada awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan awal tahun
2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon yang disebabkan antara lain:

a. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana

layaknya seorang isteri terhadap suami;

b. Bahwa Termohon ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran
suka minta dicerai oleh Pemohon;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja
terjadi, yang di akibatkan karena Permasalahan yang sama terulang
kembali, maka puncaknya pada pertengahan tahun 2015, Pemohon dan
Termohon tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bersatu

sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang ;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga
yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon
memutuskan untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana
alasan cerai yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cqg. Majelis
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Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan

putusan yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2, Memberi izin kepada Pemohon Xxxx untuk mengikrarkan talak 1
(satu) Raj'i Pemohon Kepada Termohon / Xxxx di depan Pengadilan

Agama Cibadak;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain,
dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon pada hari sidang yang ditentukan telah menghadap ke
persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak
pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat
Panggilan (Relaas) Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Chd, tanggal 23 Januari 2019
dan tanggal 08 Februari 2019, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah
dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Termohon tersebut
tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sabh;

Bahwa, Pemohon yang menghadap ke persidangan telah diberikan
saran dan nasihat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon,
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan
Termohon. Maka dibacakanlah surat gugatan Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas gugatan Pemohon tersebut, jawaban dan keterangan
Termohon tidak dapat didengarkan, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, di persidangan Pemohon

telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
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697/33/X1/2010 Tertanggal 18 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi;

Bahwa, alat bukti fotokopi tersebut bermeterai cukup, dan setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua
Majelis, dan diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan
saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erah binti Murdi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah
tangga, bertempat kediaman di Xxxx Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut :

. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami

isteri karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan sumi

istri yang menikah pada tahun 2010;

o Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Xxxx

Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama;

o Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1
orang anak;
o Bahwa sejak awal tahun 2015 Pemohon dan Termohon mulai

sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Termohon kurang
menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap
suami dan Termohon ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran suka
minta dicerai oleh Pemohon;
o Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri serta Pemohon dengan
Termohon sudah tidak tinggal bersama;
o Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon
dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Edi bin Idik, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat
kediaman di Xxxx Kabupaten Sukabumi;
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Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut:
o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami
isteri karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
o Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan sumi
istri yang menikah pada tahun 2010;
o Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Xxxx
Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama;

o Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1
orang anak;
o Bahwa sejak awal tahun 2015 Pemohon dan Termohon mulai

sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Termohon kurang

menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap

suami dan Termohon ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran suka
minta dicerai oleh Pemohon;

. Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 antara Pemohon dengan

Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri serta Pemohon dengan

Termohon sudah tidak tinggal bersama;

. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon

dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon
membenarkan;

Bahwa, Pemohon berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai
dengan Termohon, karena Pemohon merasa kehidupan rumah tangganya
dengan Termohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun lagi, dan
Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya sidang perkara ini semuanya telah
dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa perkara permohonan a quo adalah termasuk dalam
kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama (vide penjelasan pasal demi pasal, angka 37, huruf a, nomor
9). Oleh karena itu, perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara a quo telah sesuai dengan
ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu,
Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa
perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam dan ternyata
memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara a quo (vide bukti P.1 dan
P.2) serta mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan
pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki kapasitas hukum (legal standing)
untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang ditentukan telah
menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan
dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan
Surat Panggilan (Relaas) Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Cbd, tanggal 23 Januari
2019 dan tanggal 08 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon
telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Termohon
tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena
itu harus dinyatakan Termohon tidak hadir di persidangan;
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Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak menghadap ke
persidangan, namun karena ketidakhadiran Termohon tersebut tidak
berdasarkan alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) Het
Herziene Indonesisch Reglement (HIR), permohonan a quo tetap dapat
diterima dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek) dengan ketentuan
permohonan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65
dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 115
Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha
memberikan saran dan nasihat agar Pemohon bersabar dan hidup rukun
kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena
Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai
dengan Termohon, maka sidang patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan
perkara, dan sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang
diawali dengan pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon
menyatakan permohonan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa secara formal, Majelis Hakim menilai permohonan
Pemohon telah diajukan dengan formulasi yang benar dan memenuhi
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persyaratan sebagai suatu bentuk permohonan tertulis, oleh karena itu
permohonan perkara a quo harus dinyatakan dapat diterima untuk
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan untuk bercerai dengan
Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah
pada tanggal 17 Nopember 2010, dan kemudian sejak awal tahun 2015 rumah
tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan terjadinya
pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon
sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami dan Termohon ketika
terjadi perselisihan atau pertengkaran suka minta dicerai oleh Pemohon .
Akhirnya karena terus berselisih maka pada pertengahan tahun 2015 Pemohon
dan termohon memilih jalan untuk berpisah rumah, dan tidak lagi berhubungan
layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dalam permohonan Pemohon,
dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara
pemohonan a quo adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami
isteri yang sah?

2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon benar
terjadi?

3. Apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah
sedemikian parah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan tersebut jawaban dan
keterangan Termohon tidak dapat didengarkan karena tidak pernah hadir dalam
sidang, dan karena ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah
padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat dimaknai bahwa
Termohon telah tidak membantah dan membenarkan dalil-dalil permohonan
Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sesuai petunjuk dalam Buku
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi
2013 (vide halaman 148 huruf j), Majelis Hakim tetap melakukan sidang
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pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan
Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut,
dalam sidang Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P serta dua
orang saksi, maka untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti
tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara
saksama;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P, oleh karena bukti
tersebut autentik, substansinya relevan dengan permohonan Pemohon, dan
secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi
meterai secukupnya (nazegeling) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat ayat (3), pasal 10,
dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang
Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya
Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal
1888 KUHPerdata, bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian
yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar
hukum untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, sesuai dengan ketentuan
pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
juncto pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto
pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa
Pemohon telah terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan Termohon
berdasarkan tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh dua orang saksi
Pemohon di persidangan didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan
pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan
yang lain (link and match), kedua saksi tersebut adalah orang dekat Pemohon
dan Termohon, maka berdasarkan pasal 172 Het Herziene Indonesisch
Regelement (HIR) juncto pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
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1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kesaksian
kedua orang saksi itu telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat
dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, diperoleh
fakta bahwa sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang Pemohon dan
Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya
suami isteri yang harmonis karena Pemohon sudah pergi dari tempat kediaman
bersama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat
dirumuskan fakta kejadian dan fakta hukum tetap sebagai berikut:

. Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan
yang sah;
. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan sumi

istri yang menikah pada tahun 2010;
J Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Xxxx
Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama,;

o Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1
orang anak;
. Bahwa sejak awal tahun 2015 Pemohon dan Termohon mulai

sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Termohon kurang
menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap
suami dan Termohon ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran suka
minta dicerai oleh Pemohon;

J Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri serta Pemohon dengan
Termohon sudah tidak tinggal bersama;

. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon
dan Termohon namun tidak berhasil;

. Bahwa upaya perdamaian selama proses litigasi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar
Majelis Hakim member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya
sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya
dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami
isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon sebagaimana terurai dalam
posita permohonan dapat diklasifikasikan pada ketentuan pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yaitu terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan
mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan
suami isteri itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, pihak keluarga atau orang-orang dekat suami isteri yang memberikan
keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan
keterangannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang keharusan adanya saksi-saksi
keluarga atau orang dekat itu telah dipenuhi oleh Pemohon, maka selanjutnya
Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bentuk perselisihan dan
pertengkaran yang didalilkan Pemohon telah memenuhi syarat untuk terjadinya

perceraian;
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Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di
atas, ada tiga unsur kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya
perceraian sebagai berikut:

- Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami isteri
yang bersengketa;

- Adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus
dan diketahui sebab-sebabnya secara jelas;;

- Suami isteri itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per
satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan
rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dapat diambil konklusi hukum
apakah tuntutan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian berupa nasihat terhadap
Pemohon selama proses litigasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan
Termohon, sedangkan proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor
1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Dengan demikian unsur
pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon terbukti bahwa
sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang berkelanjutan hingga sekarang karena Termohon
kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap
suami dan Termohon ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran suka minta
dicerai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula sebagai akibat dari
perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon
tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak
pertengahan tahun 2015 hingga sekarang karena Pemohon sudah
meninggalkan termpat kediaman bersama dan selama ini sudah tidak ada lagi
hubungan lahir maupun batin antara keduanya, sehingga tidak ada lagi harapan
bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga.

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Cbd Halaman 12 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379
K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang
tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun
kembali menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan
pecah. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam, sebagaimana ketentuan pasal
3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan
tuntunan al-Qur’an dalam surat ar-Ruum, ayat 31 yang berbunyi:

6390 pSin Jrg Ll loiSuuil Lolg i oSl o oS sl ol ailll yoo
Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
yang telah terbukti retak dan pecah, dapat dipastikan akan membuat Pemohon
dan Termohon kesulitan dalam memikul kewajiban yang Iluhur untuk
menegakkan rumah tangga dan akan sangat sulit pula bagi kedua belah pihak
untuk dapat tetap saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling
memberi bantuan lahir batin satu sama lain sehingga tujuan perkawinan
sebagaimana tersebut di atas akan sangat sulit terwujud (vide pasal 30 dan
pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), maka
untuk menghindari terjadinya berbagai efek negatif dari perkawinan yang sudah
tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ini, lebih baik ikatan perkawinan
Pemohon dan Termohon diputuskan dengan perceraian. Hal ini sesuai dengan
kaidah hukum Islam seperti ditulis oleh al-lmam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi
Bakr as-Suyuthi dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhoir fi al-Furu’, halaman 63
yang menyatakan:

dlooll > o gl suwlaoll 5,0
Menolak kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Cbd Halaman 13 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, seperti diatur dalam pasal
113 huruf b, pasal 114, pasal 115, pasal 116, dan pasal 117 Kompilasi Hukum
Islam, perkawinan dapat putus karena perceraian dengan ikrar talak di depan
sidang Pengadilan Agama bila ada alasan-alasan hukum yang mendasarinya.
Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Quran dalam surat al-Bagarah ayat 227 dan
229 yang menyatakan:
eale gromw alll ylo GMall Igo e Uls
Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
v Obmzls gsasi 9l S5 m0r Jlusels Lo GMall
Talak (vang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara
yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik...
Dan sesuai pula dengan hadits yang diriwayatkan oleh Sulaiman al-Asy’ats as-
Sijistani al-Azdiy dari Abdullah bin Umar, dalam kitab Sunan Abu Dawud, Juz I,
Halaman 255, hadis nomor 2178 sebagai berikut:
alJl JI M Gosul 1 JU5 pliwg ade alll (o cuidl e o ul O
IWMall oJlei
Dari Abdullah bin Umar, dari nabi saw., perkara halal yang paling dibenci oleh
Allah swt. adalah perceraian
Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti
bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, oleh karena itu,
sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) Het Herziene Inlandsch Reglement,
Staatsblad 1941:44 (HIR), Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan
Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana tersebut pada
petitum pertama dan kedua, dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi
izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di
depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun
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1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan
dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum
permohonan Pemohon yang keempat dikabulkan dengan membebankan biaya
perkara kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar
putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx ) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx ) di depan sidang Pengadilan Agama
Cibadak;

4, Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp. 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu

rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari
Kamis, tanggal 18 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 12 Sya’ban 1440 H,
oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. H.
MUSTOFA KAMIL, M.H., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD NURMADANI,
S.Ag. dan DENI HERIANSYAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dan dibantu oleh ADE RINAYANTI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,
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Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag. DENI HERIANSYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ADE RINAYANTI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara
Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,00

1.
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 500.000,00
4. Biaya Redaksi . Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah . Rp 596.000,00
(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Cbhd Halaman 16 dari 16 Halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



